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Kata Pengantar 


Buku yang berada di tangan Anda ini adalah hasil pemu- 
takhiran dari buku Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila yang 
telah diterbitkan terbatas oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Kewarganegaraan dan Demokrasi (P3KD)-FKIP-UKSW beberapa 
tahun lalu. Buku ini menjadi lebih ramping dibandingkan buku 
terdahulu, karena bab-bab tentang implementasi Pancasila dan 
amandemen UUD 1945 ditiadakan. Uraian tentang implementasi 
Pancasila sudah dipadukan ke dalam pembahasan sila-sila Pan- 
casila, sedangkan uraian tentang amandemen UUD 1945 akan 
diterbitkan dalam buku tersendiri. Perbedaan lain buku ini dari 
versi terdahulu adalah dicantumkannya Kompetensi Pembelajaran 
yang mencakup Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kom- 
petensi. Di samping itu, pada akhir bagian tiap bab juga disajikan 
alat evaluasi hasil belajar, baik evaluasi terhadap pemahaman akan 
fakta, konsep prinsip, dan penerapannya maupun evaluasi terhadap 
kemampuan mahasiswa untuk menyatakan pendapatnya. 

Pembaca disarankan untuk mempelajari juga model pengem- 
bangan argumen yang dikembangkan oleh Stephen E Toulmin 
dalam buku yang berjudul The Uses of Argument. Updated Edition 
terbitan Cambridge University Press, New York tahun 2005, 
karena jawaban atas soal-soal yang bersifat meminta penilaian 
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pembaca akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan 
model beragumen sebagaimana diajarkan dalam buku tersebut. 
Saran serupa juga ditujukan kepada para pengajar mata kuliah 
Pendidikan Pancasila yang memanfaatkan buku ini. Para pengajar 
dianjurkan untuk terus memperbarui soal-soal argumentatif de- 
ngan kasus-kasus mutakhir dalam kehidupan berbangsa dan ber- 
negara di negeri ini. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pada para 
Dosen Pengajar Mata kuliah Pendidikan Pancasila di UKSW 
atas segala kerja sama yang telah mereka berikan, sehingga me- 
mungkinkan terbitnya buku panduan belajar ini. Terima kasih 
juga disampaikan kepada Penerbit Kanisius yang telah berkenan 
menerbitkan buku ini. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan 
kelemahan dalam buku ini, oleh karena itu masukan semua pihak 
bagi penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan. Semoga 
buku ini bermanfaat bagi siapa pun yang hendak memahami dasar 
negara Pancasila secara mendalam dan akurat. 


Penulis 


Bambang S. Sulasmono 
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Bab 1 


Pendahuluan 


1. LATAR BELAKANG 


Satu persoalan krusial yang membayangi perjalanan bangsa 
Indonesia saat ini adalah ke mana sesungguhnya proses transisi 
yang tengah berjalan ini akan berujung? Sebuah masyarakat, 
bangsa, dan negara yang lebih demokratis? Atau justru replikasi 
rezim totalitarian dalam format baru? Pertanyaan semacam itu 
dapat dipahami kehadirannya karena baik secara teoretis maupun 
praksis tidak satu pihak pun dapat menjamin bahwa ujung dari 
masa transisi seusai runtuhnya sebuah rezim totalitarian adalah 
masyarakat demokratis. 

Sudah sejak lama O'Donnell, dan Schmitter (1993) menge- 
mukakan bahwa walaupun transisi-transisi dari beberapa rezim 
otoriter tertentu itu dipastikan mengantar suatu bangsa menuju 
pada “sesuatu yang lain”, namun .... 


“sesuatu' itu bisa jadi pemulihan suatu demokrasi politik atau restorasi 
bentuk baru—yang mungkin lebih buruk—dari rezim pemerintahan oto- 
riter. Hasilnya mungkin hanya kekisruhan, yakni penggiliran kekuasaan 
di antara serangkaian pemerintahan yang gagal menyodorkan alternatif 
pemecahan yang dapat bertahan atau dapat diramalkan bagi masalah pe- 
lembagaan kekuatan politik. Transisi juga dapat berkembang menjadi 
konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim 
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revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan drastis dari kenyataan 
politik yang ada.” 


Sementara itu praksis kehidupan selama masa transisi ini 
juga menunjukkan bahwa kendala bagi terwujudnya masyarakat 
dan sistem politik yang lebih demokratis di negeri ini masih cukup 
besar. Walaupun berbagai upaya pembaruan struktur politik 
telah berhasil dilakukan, namun kultur yang mengisi struktur itu 
justru masih belum beranjak dari pola lama yang berwatak non- 
demokratis. 

Salah satu gejala mencolok yang dirasakan akhir-akhir ini 
adalah meluas dan meratanya praktik KKN ke seluruh jenis dan 
jenjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pada masa lalu 
KKN lebih menjangkiti birokrasi pemerintahan, maka pada kini 
KKN justru menyebar ke lembaga perwakilan rakyat dan lembaga- 
lembaga negara lainnya. Jika dahulu KKN lebih terjadi di pusat 
pemerintahan, kini merata sampai ke jenjang pemerintahan di 
pelosok tanah air. 

Di lain pihak masih rendahnya kinerja lembaga yudikatif 
juga mengisyaratkan bahwa lembaga ini memang belum mampu 
menopang proses transformasi menuju demokrasi, sebab me- 
lalui kinerja semacam itu secara tidak langsung mereka justru 
memperbesar peluang kembalinya rezim totaliter dengan selubung 
baru. 

Perilaku antidemokrasi itu tidak saja berlaku di kalangan elite 
politik melainkan juga di kalangan masyarakat umum. Dari waktu 
ke waktu media massa memberitakan perilaku anarkistis massa, 
baik dalam bentuk perkelahian antarwarga, perusakan fasilitas 
umum maupun harta pribadi, atau bentuk-bentuk peradilan massa 
lainnya. 

Berbagai fakta di atas mengarahkan kita pada kesimpulan 
bahwa perubahan-perubahan struktural yang telah dilakukan di 
bidang politik tampaknya belum diimbangi dengan perubahan 
pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para pengambil kebijakan 
negara serta warga masyarakat walau waktu sudah berjalan cukup 
lama sejak kejatuhan Soeharto. 

Kenyataan semacam itu dapat kita pahami apabila kita 
mengingat tahapan-tahapan demokratisasi. Sebagaimana sudah 
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sering dikemukakan banyak pihak, demokratisasi sesungguhnya 

merupakan proses yang berkesinambungan. Ada empat tahapan 

proses demokratisasi yang harus dilewati, sebagai berikut. 

a. Tahap pembusukan rezim otoriter, ketika rezim yang lama 
mengalami kebangkrutan akibat berbagai praktik penyim- 
pangan (korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya) di tubuh 
rezim itu sendiri. 

b. Tahap transisi yang merupakan periode penuh ketidakpastian 
politik yang tinggi dengan risiko pembelokkan arah kembali 
ke pola rezim lama, walau disertai dengan berkembangnya 
benih-benih rezim baru. 

c. Tahap konsolidasi, yaitu tahap mulai terbentuknya konsen- 
sus dasar di antara elite politik mengenai aturan main dan 
lembaga-lembaga demokratis yang hendak dijalankan di ne- 
gara yang bersangkutan. 

d. Tahap kematangan tatanan politik demokratis yang ditandai 
oleh evolusi budaya politik demokratis. 


Bangsa kita tampaknya masih dalam tahapan transisi de- 
ngan sedikit konsolidasi. Amandemen UUD 1945 yang telah ber- 
langsung empat kali mencerminkan terjadinya “konsensus dasar 
di antara elite politik mengenai aturan main dan lembaga-lembaga 
demokratis yang hendak dijalankan” di negara ini. Namun harus 
diakui pula bahwa tarik-menarik antara kekuatan lama dan 
kekuatan baru masih terus menggejala, sehingga mengingatkan 
kita bahwa bangsa ini memang belum mampu melewati masa 
transisi sepenuhnya. 

Seruan berbagai pihak tentang pentingnya bangsa ini tetap 
berpegang teguh pada common platform yang sudah disepakati 
bersama—yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945— 
kembangnya tawaran untuk menggunakan platform hidup ber- 
negara yang lain di luar Pancasila. Tampak bahwa Pancasila kini 
tidak saja harus berhadapan dengan ideologi lain yang berasal 
dari luar yaitu kapitalisme, individualisme, maupun sosialisme, 
namun juga harus bersaing dengan ideologi lain yang berasal dari 
khazanah kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. 
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Dalam situasi semacam itu maka kajian terhadap dasar ne- 
gara, yaitu Pancasila, menjadi amat relevan, sebab Pancasila se- 
sungguhnya adalah common platform yang telah disepakati bersama 
sebagai rule of the game dari masa transisi menuju demokrasi 
bangsa kita. Jika kemudian memang dirasa perlu mengembangkan 
common platform hidup bernegara yang lebih rinci, maka Pancasila 
dapat dijadikan sumber inspirasi bagi pengembangan aturan main 
kehidupan politik yang kita inginkan bersama itu. Sebab memang 
itulah watak dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu selalu 
membuka peluang untuk ditafsir ulang ide-ide dasarnya sesuai 
perkembangan zaman. 

Penulisan buku ini antara lain dimaksudkan untuk menge- 
mukakan kembali gagasan-gagasan pokok yang terkandung dalam 
dasar negara Pancasila, yang diharapkan dapat memberi sum- 
bangan positif dalam upaya mewujudnyatakan common platform 
kehidupan demokratis di negara yang pluralistis ini. 


2. MAKSUD PENULISAN 


Dengan demikian buku berjudul “Dasar Negara Pancasila” 
ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menopang proses pendi- 
dikan Pancasila, yaitu upaya sistematis untuk mensosialisasikan 
prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila 
kepada seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan Pancasila 
selama ini berlangsung melalui berbagai jalur pendidikan (formal, 
nonformal) maupun jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan 
tinggi). Sayangnya pada masa lalu proses pendidikan Pancasila 
sempat terdistorsi oleh kepentingan rezim Orde Baru, sehingga 
menimbulkan banyak kesalahpahaman serta kecurigaan baik ter- 
hadap Pancasila itu sendiri maupun terhadap segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pendidikan Pancasila. 

Buku ini diharapkan dapat membantu upaya kita untuk me- 
mahami Pancasila secara lebih jernih dan jujur. Dengan pemahaman 
yang jernih dan jujur, diharapkan segala kecurigaan dan sikap 
apriori negatif terhadap Pancasila maupun segala sesuatu yang 
terkait dengannya dapat dinetralisir. Bagi mahasiswa di perguru- 
an tinggi buku ini diharapkan dapat menopang proses belajar- 


Dasar Negara Pancasila 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
di Ta Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


mengajar dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila sehingga distorsi 
pemahaman terhadap Pancasila yang mungkin terjadi selama masa 
Orde Baru dapat dihapuskan. Harapan itu sejalan dengan kebijakan 
resmi pemerintah mengenai perkuliahan Pancasila. Menurut 
Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Perguruan Tinggi “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama, b. 
Pancasila, c. kewarganegaraan, dan d. bahasa Indonesia”. Sedang 
penjelasan pasal tersebut antara lain menyatakan: “Huruf b yang 
dimaksud dengan mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk 
memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa 
mengenai ideologi bangsa Indonesia.” 


3. SISTEMATIKA PENULISAN 


Sesuai maksud di atas maka akan dijelaskan sistematika pe- 
nyusunan buku ini. Setelah bagian pendahuluan, dalam Bab II 
akan disajikan pembahasan tentang dinamika perumusan dan per- 
jalanan hidup Pancasila. Sesudah itu pada Bab III akan dibahas 
kedudukan dan peran Pancasila. Selanjutnya konsep Negara Pan- 
casila akan dibahas dalam 5 bab berikutnya. Pada Bab IV sampai 
Bab VIII akan diulas prinsip-prinsip kenegaraan dalam masing- 
masing sila Pancasila. 

Secara garis besar isi masing-masing Bab II sampai Bab VIII 
tersebut sebagai berikut. 


a. Dinamika Perumusan dan Perjalanan Hidup Pancasila 


Dalam bagian ini akan disajikan sejarah perumusan dan pe- 
laksanaan Pancasila. Dengan memahami sejarah Pancasila 
diharapkan tumbuh kesadaran bahwa proses kristalisasi Pan- 
casila memakan waktu panjang dan berliku. Oleh karena itu 
dalam bab ini dicoba digambarkan perkembangan gagasan 
sila-sila Pancasila hingga diterima dan disepakati sebagai dasar 
negara. Di samping itu akan dipaparkan pula perkembangan 
pelaksanaan Pancasila sesudah disahkan sebagai dasar negara, 
mulai dari masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, Orde 
Lama, Orde Baru, dan masa transisi dewasa ini. 
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b. Kedudukan dan Peranan Pancasila 


Uraian pada bagian ini akan mendiskusikan kedudukan 
dan peranan Pancasila baik yang seharusnya maupun yang 
senyatanya. Di samping itu akan dibahas pula kedudukan 
Pancasila di hadapan pandangan-pandangan dasar kenegaraan 
lainnya seperti Liberalisme, Sosialisme, dan Komunisme. 


c. Negara Pancasila 


Melalui uraian Bab IV-VIII berturut-turut diuraikan karakter 
negara Pancasila. Karakter negara Pancasila ini ditelusuri 
dengan memahami masalah-masalah dasar yang hendak 
dijawab oleh masing-masing sila, makna setiap sila Pancasila, 
dan instrumen-instrumen implementasinya. Di samping itu 
akan dibahas pula beberapa persoalan kenegaraan yang ter- 
kait dengan masing-masing sila-sila tersebut. 
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Bab 2 


Dinamika Perumusan dan Perjalanan Hidup Pancasila 


A. KOMPETENSI PEMBELAJARAN 


» Kompetensi Dasar 


Mahasiswa memahami dinamika proses perumusan dan pe- 


netapan dasar negara Pancasila, serta dinamika perjalanan 


hidup dasar negara Pancasila sejak awal kemerdekaan hingga 


kedudukan dan peran Pancasila saat ini. 


» Indikator Pencapaian Kompetensi 


Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat: 


1) 
2) 
3) 
4 
5) 


6) 


menyebutkan tiga aliran politik di masa pergerakan na- 
sional, 

memberikan contoh partai politik di masa pergerakan 
nasional yang termasuk kelompok Marxistis/Komunistis, 
memberikan contoh partai politik pada masa pergerakan 
nasional yang termasuk kelompok nasionalis, 
membedakan antara maksud politik dan tugas resmi yang 
diberikan pihak Jepang dalam pembentukan BPUPK, 
menyebutkan hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh 
BPUPK, 

menyebutkan tiga aliran pemikiran yang berkembang 
dalam persidangan BPUPK, 
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7) menyebutkan persoalan utama yang dibahas dalam si- 
dang pertama BPUPK, 

8) menyebutkan tugas Panitia Delapan yang dibentuk seusai 
sidang pertama BPUPK, 

9) menyebutkan momentum sejarah bagi terumuskannya 
Piagam Jakarta, 

10) menyebutkan lembaga yang merumuskan Piagam Ja- 
karta, 

11) menyebutkan persoalan utama yang dibahas dalam si- 
dang kedua BPUPK, 

12) menjelaskan persoalan yang paling krusial dalam per- 
sidangan-persidangan BPUPK, 

13) menjelaskan argumentasi kelompok Islam dalam mem- 
perjuangkan Islam sebagai dasar negara melalui sidang- 
sidang BPUPK, 

14) menjelaskan argumentasi kelompok nasionalis mengenai 
prinsip hubungan antara negara dan agama dalam si- 
dang-sidang BPUPK, 

15) menjelaskan dinamika rumusan sila pertama rancangan 
dasar negara dalam Piagam Jakarta baik dalam sidang II 
BPUPK maupun sidang PPKI, 

16) menjelaskan makna Pancasila sebagai sebuah perjanjian 
luhur, 

17) menyebutkan lembaga yang menetapkan dasar negara, 
Pancasila, 

18) menyebutkan tanggal lahir dasar negara, Pancasila, 

19) menjelaskan alasan politis pembentukan Departemen 
Agama pada tahun 1946, 

20) menyebutkan tiga kelompok aspirasi tentang dasar negara 
dalam Konstituante, 

21) menjelaskan alasan kelompok Islam menolak Pancasila 
dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, 

22) menjelaskan alasan kelompok Pancasila menolak Islam 
dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, 

23) menjelaskan sikap politik Masyumi pada masa Demokrasi 
Terpimpin, 
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24) menjelaskan sikap pemerintah Orde Baru di tahun 1970- 
an terhadap kekuatan politik Islam, 

25) menjelaskan sikap politik kelompok Islam akomodatif 
terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945, 

26) menjelaskan alasan di balik sikap politik kelompok Islam 
akomodatif, 

27) menyebutkan contoh praktik politik akomodasi struktural 
yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru terhadap 
kekuatan politik Islam, 

28) menyatakan penilaiannya terhadap penetapan tanggal 1 
Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, 

29) menyatakan pendapatnya terhadap usul pencabutan 
Ketetapan MPRS tentang larangan penyebaran ajaran 
Marxisme/Komunisme di Indonesia, dan 

30) mengemukakan pendapatnya tentang upaya sebagian 
bangsa Indonesia untuk mengubah dasar negara sesuai 
rumusan Piagam Jakarta. 


B. MATERI PEMBELAJARAN 


DINAMIKA PERUMUSAN DAN PERJALANAN 
HIDUP PANCASILA 


1. PENDAHULUAN 


Walaupun Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara 
sejak tahun 1945, namun dimensi kesejarahan Pancasila sendiri 
tetap relevan untuk diperbincangkan. Sudah tentu ada banyak 
persoalan yang dapat dibahas bila kita membicarakan sejarah 
Pancasila. Sekadar menyebut beberapa contoh, pembahasan dapat 
kita lakukan mulai dari persoalan asal-usul nilai Pancasila, peng- 
gali Pancasila, bagaimana sila-sila Pancasila digali dan dirumuskan, 
sampai ke persoalan bagaimana dinamika perjalanan hidup Pan- 
casila selama ini. 

Uraian berikut ini akan membatasi diri pada dua persoalan 
yang disebut terakhir yaitu proses perumusan Pancasila dan di- 
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namika perjalanan hidup Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan 
Republik Indonesia. 

Tentang asal-usul nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
cukup kiranya kalau dikatakan bahwa Pancasila bersumber dari 
khazanah budaya Indonesia, yang diterangi oleh ide-ide besar 
dunia. Pernyataan itu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ter- 
kandung dalam sila-sila ada yang bersumber dari kultur bangsa 
Indonesia sendiri, namun ada pula yang berasal dari budaya luar 
Indonesia. 

Mengenai penggali Pancasila dasar negara dapat dikatakan 
bahwa dalam proses penggalian dan perumusan Pancasila sebagai 
dasar negara, Ir. Soekarno mengemukakan pandangan-pandangan 
yang cukup dominan pengaruhnya. 


2. DINAMIKA PERUMUSAN DASAR NEGARA 


Proses perumusan dasar negara Pancasila berlangsung dalam 
sidang-sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha- 
usaha Persiapan Kemerdekaan, selanjutnya disebut BPUPK) yang 
dilanjutkan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia, (selanjutnya disebut PPKI). 

Walaupun BPUPK bukan lembaga perwakilan partai-partai 
politik, namun karena pikiran-pikiran tentang persoalan dasar 
hidup bernegara yang kemudian dijawab melalui Pancasila telah 
lama berkembang di kalangan partai politik yang ada pada masa 
penjajahan Belanda. Maka dari itu, untuk memahami dinamika pe- 
rumusan dasar negara Pancasila kita perlu memperhatikan aliran- 
aliran politik yang berkembang selama masa pergerakan nasional, 
ketika persoalan prinsip-prinsip kehidupan bernegara di alam 
Indonesia merdeka mulai diperbincangkan. 

Secara ideologis dan corak aspirasi politik (bukan atas dasar 
agama yang dipeluk anggotanya), partai politik yang berkembang 
pada masa pergerakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
golongan Marxis/Komunis, golongan Nasionalis, dan golongan 
Islam. Dari puluhan partai politik yang hidup, berkembang, dan 
bahkan mati pada masa pergerakan, dapatlah kita sebut beberapa 
di antaranya sebagai ilustrasi tentang pengelompokan di atas 
(Pringgodigdo, 1980, Margono, 1971) sebagai berikut ini. 
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a. Partai-partai beraliran Marxis/Sosialis Kiri 
Partai yang termasuk dalam kategori ini adalah Indische 
Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang lahir tahun 
1914, Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP) yang lahir 
tahun 1917, dan Perserikatan Komoenis di India (PKI) 
yang merupakan perubahan bentuk dari ISDV pada tahun 
1920. 

b. Partai-partai beraliran Nasionalis/Kebangsaan 
Partai yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 
Indische Partij yang lahir tahun 1912, Perhimpoenan In- 
donesia (PI, 1924) yang merupakan hasil evolusi dari 
Indische Vereeniging (1908) dan Indonesische Vereeniging 
(1922), Partai Nasional Indonesia (semula Perserikatan 
Nasional Indonesia) yang lahir tahun 1927, dan Parindra 
(1935) yang merupakan hasil fusi dari Boedi Oetomo 
(1908) dan Persatuan Bangsa Indonesia (1924). 

c.  Partai-partai beraliran Islam 
Partai yang terumasuk kelompok ini adalah Sarekat Islam 
1912 yang semula adalah Sarekat Dagang Islam (1911), 
Partai Sarikat Islam Indonesia (1930), dan Partai Islam 
Indonesia (1931). 


Golongan Marxis/Komunis memperjuangkan terwujudnya 
negara Komunis, golongan Islam ingin mewujudkan negara Islam, 
sedang golongan nasionalis/kebangsaan ingin mewujudkan negara 
kebangsaan. 

Dalam proses pergumulan persoalan-persoalan dasar kehi- 
dupan menegara, partai-partai Islam cenderung menonjolkan 
dimensi vertikal berdasarkan agama Islam, sedangkan kaum ke- 
bangsaan mengajukan gagasan persatuan, kebangsaan, kekeluar- 
gaan, kolektivisme, dan gotong royong. Di dalam tubuh golongan 
nasionalis ini terdapat pula para penganut ideologi-ideologi mo- 
dern yang mulai berkembang di dunia Barat tetapi menyebar luas 
dengan cepat di seluruh Asia (Jepang, Tiongkok, dan India pada 
waktu itu), serta menyumbangkan gagasan kerakyatan, hak-hak 
dasar, dan sosialisme. 
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Cita-cita untuk mewujudkan negara Komunis secara formal 
padam pada tahun 1927 seiring diberangusnya PKI oleh pemerintah 
penjajah Belanda, setelah partai itu melakukan pemberontakan. 
Oleh karena itu ketika BPUPK dibentuk pada tahun 1945 hanya 
kaum nasionalis dan Islam-lah yang menduduki kursi keanggotaan 
badan yang bertugas menyelidiki persiapan bangsa Indonesia 
untuk merdeka itu. 

Pranarka (1985) menyebutkan bahwa di dalam tubuh BPUPK 
terdapat tiga kelompok ideologi, yaitu Islam, kebangsaan, dan 
Barat modern sekuler. Golongan kebangsaan berbeda pandangan 
dengan golongan Islam dalam masalah hubungan antara negara 
dan agama, sedangkan dalam hal jaminan hak-hak dasar manusia 
dan sistem pemerintahan golongan kebangsaan berbeda pandang 
dengan golongan modern barat sekuler. 

Secara lebih analitis Abdullah (1999) menyebutkan anggota 
BPUPK semula berjumlah 63 orang (termasuk seorang wakil ketua 
dari bangsa Jepang), namun kemudian menjadi 68 orang menjelang 
sidang tanggal 10 Juli 1945 (karena ditambah dengan enam orang 
anggota baru dan dikurangi satu orang yaitu wakil ketua dari 
bangsa Jepang). Secara sosiologis komposisi anggota BPUPK itu 
terdiri atas 23 orang dari kalangan birokrat fungsional, 17 orang 
dari golongan pergerakan kebangsaan, 11 orang dari kalangan 
birokrat pemerintahan, 10 orang dari golongan “independen” atau 
swasta, dan 7 orang dari kalangan ulama (guru dan mubalig). 

Dari segi status sosialnya komposisi anggota BPUPK itu ter- 
diri atas 37 orang bangsawan lokal (28 orang dari suku Jawa dan 9 
orang dari suku Sunda), 8 orang bangsawan keraton, 7 orang ulama 
(3 orang dari Muhammadiyah, 2 orang dari Nahdlatul Ulama, 
seorang dari PUI Majalengka, dan seorang dari A Ittihadiyatul 
Islamiyah Sukabumi), 8 orang dari luar Jawa (3 orang dari Sumatra 
Barat yaitu Hatta, Yamin, dan H.A. Salim, satu dari Tapanuli, yaitu 
wartawan terkemuka Parada Harahap, satu dari Maluku yaitu 
Latuharhary, satu dari Kalimantan Selatan yaitu Pangeran M. 
Noor, satu dari Minahasa, yaitu Maramis, dan satu dari Lampung 
yaitu Dasaad), serta 6 orang keturunan asing (satu Arab, satu Indo, 
dan empat Tionghoa). 
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Uraian di bawah ini akan menggambarkan bagaimana proses 
perumusan sila-sila, yang pada hakikatnya hendak menjawab 
lima persoalan dasar hidup bernegara. Kelima masalah pokok itu 
adalah bagaimana hubungan antara negara dan agama, bagaimana 
hubungan antarbangsa, apakah hakikat negara yang hendak di- 
dirikan itu, siapakah pemilik kedaulatan dalam negara, dan apa 
tujuan negara yang hendak didirikan itu. 

Dalam sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 
sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPK membahas soal dasar negara, 
yaitu suatu “philosophische grondslag atau dasar falsafah, yaitu 
pikiran yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung 
Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi” (Bahar, 1995). Dasar seperti 
itu dipandang perlu karena negara sebagai suatu organisasi hanya 
akan berfungsi dengan baik apabila terdapat suatu gambaran yang 
jelas tentang hakikat, dasar, dan tujuannya. 

Oleh sebab itu, para pendiri negara pertama-tama harus mem- 
punyai gambaran yang jelas tentang negara yang dimaksud dan 
tempat/peranan warga negara di dalamnya. Berdasarkan agenda 
itu, beberapa anggota BPUPK mengemukakan pendapatnya me- 
ngenai dasar negara. Ada tiga anggota yang mengemukakan pen- 
dapat, yaitu Muh. Yamin (tanggal 29 Mei 1945), Soepomo (tanggal 
31 Mei 1945), dan Soekarno yang berpidato pada hari terakhir 
masa sidang pertama BPUPK, 1 Juni 1945. 


2.1. Masalah Hubungan Negara dan Agama 


Dalam sejarah kenegaraan Indonesia, hubungan antara negara 
dengan agama baru dipersoalkan ketika bangsa kita memasuki 
masa pergerakan nasional. Sebelum itu, baik pada masa Hindu 
maupun kerajaan-kerajaan Islam sesudahnya, persatuan antara 
negara-agama bukan hal yang dipersoalkan. Raja-raja pada masa 
lampau dipandang sebagai penjelmaan, titisan, atau inkarnasi 
dari Dewa Wisnu dan Siwa. Raja Airlangga dari Kediri disamakan 
dengan Dewa Wisnu, sedangkan Hayam Wuruk disebut oleh 
Prapanca sebagai dewa segala dewa (Noer, 1982). Ken Arok pun 
setelah berhasil merebut mahkota kerajaan Singosari dari Tunggul 
Ametung dianggap sebagai penjelmaan Batara Guru. Meskipun 
ia sebenarnya memiliki latar belakang kehidupan pribadi yang 
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buram, tetapi keburaman latar belakang itu justru diyakini sebagai 
ekspresi kekuatan gaibnya yang tidak memperoleh penyaluran 
yang tepat. Kalau kemudian di tanah air ini tumbuh negara-negara 
Islam, maka raja-raja mereka juga akan bergelar Khalifatullah Pa- 
notogomo atau pelindung agama Islam yang merupakan agama 
rakyat. Penyatuan antara negara dan agama memang tidak diper- 
soalkan pada waktu itu. 

Hal tersebut berubah ketika pada masa pergerakan kaum 
terpelajar (kebanyakan belajar di atau dari dunia Barat) mulai me- 
mikirkan rencana mendirikan negara merdeka lepas dari penjajah 
Belanda. Hubungan antara negara dan agama pun kemudian 
menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. 

Hal itu dipicu oleh peristiwa Jawi Hisworo tahun 1916, ke- 
tika surat kabar milik Boedi Oetomo itu memuat tulisan yang 
menyatakan antara lain bahwa “nabi Muhammad soeka minum gin 
dan arak”. Tulisan itu tentu menimbulkan kemarahan dari kalang- 
an Islam. Kecaman yang diarahkan kepada pihak yang dianggap 
bertanggung jawab dan polemik yang mengikutinya menyiratkan 
perbedaan pandangan antara kaum priyayi nasionalis dan kalangan 
Islam. Sejak itu polemik tentang hubungan negara/politik dengan 
agama berlangsung, baik antara golongan Islam dengan golongan 
Komunis maupun antara golongan Islam dengan golongan Na- 
sionalis. 

Dari polemik itu tampak bahwa kelompok Islam menghendaki 
adanya persatuan antara negara dan agama (Islam) seperti tersirat 
dari ungkapan-ungkapan yang dikemukakan para tokohnya an- 
tara lain: ”... hanya kemerdekaan yang berazaskan keislamanlah yang 
sesungguhnya melepaskan segala rakyat daripada perhambaan macam 
apa pun juga” atau, “Ideologi kaum Muslimin dipadatkan oleh Our'an.” 
Di samping itu sering dikutip pula ayat suci Al Our'an seperti 
“Dan tidak Kujadikan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdikan 
diri kepadaku. Semua itu berarti bahwa pengabdian untuk memperoleh 
kemenangan di dunia ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan di 
akhirat. Kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
batin (agama) dalam ideologi seorang Muslim” (Noer, 1982). Di lain 
pihak, golongan Komunis menghendaki adanya pemisahan an- 
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tara agama dan organisasi. Mereka menganjurkan agar jangan 
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mencampurkan agama dengan perserikatan, sedangkan kaum na- 
sionalis menghendaki agar negara tidak disatukan dengan agama 
tertentu (negara dipisahkan dari agama). 

Menurut Soekarno (kubu nasionalis) rencana Undang-un- 
dang Dasar yang memuat persatuan agama dan negara tentu 
akan ditolak oleh badan perwakilan, atau apabila persatuan itu di- 
paksakan berarti demokrasi ditinggalkan. Bagi Soekarno hanya ada 
dua alternatif dalam hubungan ini yaitu “Persatuan staat dan agama 
tetapi zonder democratie, atau democratie tetapi staat dipisahkan dari 
agama?” 

Sejak itulah persoalan hubungan antara negara dan agama 
menjadi bahan wacana antara golongan nasionalis dan Islam. 
Dari sisi kelompok Islam wacana tersebut mengarahkan mereka 
kepada cita-cita mendirikan negara Islam. Pada akhir 1920-an 
pemimpin Sarekat Islam seperti Surjopranoto dan Sukiman Wirjo- 
sandjojo mulai berbicara tentang “een Islamietische Regeering” 
(pemerintahan Islam) atau “een eigen Islamietische bestuur onder 
een eigen vlag” (kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri). 
Sukiman kemudian dikenal sebagai tokoh Masyumi dengan kali- 
matnya yang khas: “menciptakan negara Islam di Indonesia adalah 
tujuan kemerdekaan.” 

Polemik mengenai hal di atas menghangat lagi pada paruh 
kedua 1930-an serta awal 1940-an. Kala itu Natsir, tokoh Sarekat 
Islam, berupaya menghidupkan lagi gagasan tentang keharusan 
memperjuangkan Islam sebagai dasar bagi Indonesia di masa 
depan. Natsir menentang gagasan Soekarno mengenai pemisahan 
antara urusan agama dan urusan negara. 

Ada dua alasan Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai 
ideologi negara. Pertama, karena Islam tidak saja mengatur hu- 
bungan manusia dengan Tuhan melainkan juga mengatur kehi- 
dupan sosial, politik, atau bahkan ekonomi. Adalah tugas kaum 
Muslim untuk menjalankan amru bil ma'ruf wannahyu 'anil mungkar 
(lakukan kebaikan dan hindari kejahatan). Semua aspek kehidupan 
haruslah dijalankan atas dasar prinsip tersebut, dengan Al Our'an 
dan Hadis Nabi sebagai ukurannya. Kedua, karena mayoritas 
penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga ada kewajiban 
bagi mereka untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. 
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